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ABSTRAK 

Salah satu hal yang urgen dan menjadi perhatian publik saat ini 

adalah pemilihan kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024. Akan 

ada sebanyak 271 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan 

mengakhiri masa jabatannya antara rentang waktu tahun 2022-2023. 

Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah tersebut, maka 

diangkatlah penjabat kepala daerah yang secara formil diatur dalam pasal 

201 ayat (9) Undang-Undang No. 10 tahun 2016. Dalam mekanisme 

pengangkatan penjabat kepala daerah tersebut kurang terpenuhinya aspek 

transparansi, keterbukaan dan akuntabilitisnya, maka dalam pengangkatan 

penjabat tersebut akan dilihat apakah banyak maslahatnya atau 

mudaratnya. Dalam penelitian ini, peneliti memiliki tiga rumusan masalah, 

yaitu pertama, bagaimana pengangkatan penjabat perspektif Maṣlaḥah. 
Kedua, bagaimana tingkatan kemaslahatan dalam pasal 201 ayat (9) UU 

nomor 10 tahun 2016. Dan ketiga, bagaimana konsep kepemimpinan Ibnu 

Taimiyah memandang pengangkatan penjabat tersebut. 

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan 

(library ressearch). Sifat penelitian ini adalah analisis-teoritis. Pendekatan 

penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Sumber data 

yang digunakan adalah sumber data primer yang berupa Undang-Undang 

Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, kemudian data 

sekunder yang meliputi buku, jurnal, skripsi, dan literatur lainnya. Teori 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Maṣlaḥah, teori tingkatan 

kemaslahatan, dan konsep kepemipinan Ibnu Taimiyah  

Hasil penelitian ini yaitu: 1. Maṣlaḥah memandang pengangkatan 

penjabat dalam UU No. 10 tahun 2016, tentunya tidak dapat ditolak 

keberadaannya secara syariat, Akan tetapi, dalam mekanisme 

pengangkatan penjabat tersebut harus sesuai dengan sistem demokrasi di 

indonesia yaitu dipilih bukan ditunjuk. Dan untuk mensiasati 

permasalahan tersebut, maka akan lebih maslahat jika dilakukan 

perpanjangan masa jabatan kepala daerah sebelumnya 2. Jika ditunjuk 

penjabat yang baru akan menimbulkan kemudaratan, diantaranya yaitu: 

menciderai sistem demokrasi di indonesia, adanya ketidaksesuaian antara 

kebijakan penjabat yang baru dengan kebijakan kepala daerah definitif 

sebelumnya, lemahnya legitimasi yang didapat, dan rawan adanya orang 

titipan yang sarat akan kepentingan politik. Sedangkan jika masa jabatan 

kepala daerah sebelumnya diperpanjang, maka akan menimbulkan 

kemaslahatan, diantaranya yaitu: memiliki legitimasi yang kuat, 

pelaksanaan kebijakan di daerah sudah jelas, proses perpanjangan masa 

jabatan kepala daerah lebih sederhana tidak perlu membuat regulasi yang 

baru. 3. Sistem pengangkatan penjabat publik yang ditunjuk langsung oleh 

pemerintahan yang lebih tinggi, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki 

oleh Ibnu Taimiyah, yang di mana beliau lebih menghendaki pemilihan 

yang berdasarkan pemilihan secara langsung oleh rakyat. 

Kata kunci: Penjabat publik, Pemilihan kepala daerah, Maṣlaḥah
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ABSTRACT 

One of the things that is urgent and is of concern to the public right 

now is the simultaneous national election of regional heads in 2024. There 

will be as many as 271 regional heads and deputy regional heads who will 

end their term of office between the 2022-2023 timeframe. To fill the 

vacancy in the regional head position, an acting regional head is 

appointed which is formally regulated in Article 201 paragraph (9) of Law 

No. 10 of 2016. In the mechanism for appointing the acting regional head, 

the aspects of transparency, openness and accountability are not fulfilled, 

so in appointing the official it will be seen whether there are many benefits 

or harms. In this study, researchers have three problem formulations, 

namelyfirst, how the appointment of the acting perspectiveMaṣlaḥah. 

Second,what is the level of benefit in article 201 paragraph (9) of Law 

number 10 of 2016. Andthird, how the concept of leadership of Ibn 

Taimiyah views the appointment of the official. 

The type of research in this thesis is library research(library 

ressearch). The nature of this research is analytical-theoretical. This 

research approach uses a juridical-normative approach. The data sources 

used are primary data sources in the form of Law Number 10 of 2016 

concerning regional head elections, then secondary data which includes 

books, journals, theses, and other literature. The theory used in this 

research is theoryMaslaḥah,benefit level theory, and Ibn Taimiyah's 

leadership concept 

The results of this study are: 1.Maslaḥah looking at the 

appointment of officials in Law no. 10 of 2016, of course, its existence 

cannot be denied in a sharia way. However, in the mechanism for 

appointing these officials, they must be in accordance with the democratic 

system in Indonesia, namely being elected, not appointed. And to get 

around this problem, it will be more beneficial if the term of office of the 

previous regional head is extended 2. If a new official is appointed, it will 

cause harm, including: harming the democratic system in Indonesia, there 

is a discrepancy between the new official's policies and the previous 

definitive regional head's policy, weak legitimacy gained, and the 

vulnerability of entrusted people with political interests. Meanwhile, if the 

term of office of the previous regional head is extended, it will bring 

benefits, including: having strong legitimacy, implementation of policies in 

the region is clear, the process of extending the term of office of the 

regional head is simpler, there is no need to make new regulations. 3. The 

system of appointing public officials who are directly appointed by a 

higher government is not in accordance with what was desired by Ibn 

Taimiyah, in which he preferred elections based on direct elections by the 

people. 

Keywords: Public officials, Regional head elections, Maṣlaḥah
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MOTTO 

ًْفسُِكُنْ وَإِىْ أسََأتْنُْ فلََهَا... ٌْتنُْ لَِِ ٌْتنُْ أحَْسَ  إِىْ أحَْسَ

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan 
jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri”.....(QS. 17:7) 

“Kudu peurih lamun hayang meunang peurah”
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan 

skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 

0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai 

berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alīf ا

Tidak di 

lambangkan 

 

 Bā‟ B Be ة

 Tā‟ T Te ت

 ṡā‟ ṡ Es (dengan titik di atas) ث

 Jī J Je ج

 Hâ‟ ḥ ح

Ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha‟ Kh Ka dan ha خ

 Dāl D De د
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 Żāl Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra‟ R Er ز

 Za‟ Z Zet ش

 Sīn S Es ض

 Syīn Sy Es dan ye ش

 Sâd ṣ ص

Es (dengan titik di 

bawah) 

 Dâd ḍ ض

De (dengan titik di 

bawah) 

 Tâ‟ ṭ ط

Te (dengan titik di 

bawah) 

 Zâ‟ ẓ ظ

Zet (dengan titik di 

bawah) 

 Aīn „ Koma terbalik ke atas„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa‟ F Ef ف

 Qāf Q Qi ق
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 Kāf K Ka ك

 Lām L „el ل

 Mīm M „em و

ٌ Nūn N „en 

ٔ Wāwu W W 

ِ Ha‟ H Ha 

 Apostrof „ ‘ ء

٘ Ya‟ Y Ye 

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah di Tulis Rangkap 

دةَ  Ditulis Muta‟addidah يُتعََدِّ

 Ditulis „iddah عِدَّة

C. Ta’ Marbūtah di Akhir Kata 

1. Bila ta‟ marbūtah di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab 

yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan 

sebagainya. 

ة ًَ  Ditulis ḥikmah حِكْ
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 Ditulis Jizyah جِصْيَة

2. Bila ta‟ marbūtah di ikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan 

kedua itu terpisah, maka di tulis dengan h 

نِيَبء ْٔ َ  ‟Ditulis  Karāmah al-auliyā كَسَايَةاُلْْ

3. Bila ta‟ marbūtah hidup dengan hârakat fathâḥ, kasraḥ, dan dâmmah 

ditulis t 

 Ditulis  Zakāt al-fiṭrf شَكَبةاُنْفِطْس

D. Vokal Pendek 

- ََ  Fatḥaḥ Ditulis A 

- َِ  Kasrah Ditulis I 

- َُ  ḍammah Ditulis U 

E. Vokal Panjang 

Fatḥaḥ + alif Ditulis Ᾱ 

هِيَّة ِْ   Ditulis Jāhiliyyah جَب

Fatḥaḥ + ya‟ mati Ditulis Ᾱ 

ُْسَٗ  Ditulis Tansā تَ

Kasrah + ya‟ mati Ditulis Ῑ 
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 Ditulis Karīm كَسِيْى

ḍammah + wawu 

mati 

Ditulis Ū 

ض ْٔ   Ditulis Furūḍ فسُُ

F. Vokal Rangkap  

Fatḥaḥ + ya‟ mati Ditulis Ai 

َُكُىْ   Ditulis Bainakum بيَْ

Fatḥaḥ + wawu 

mati 

Ditulis Au 

لَ  ْٕ  Ditulis Qaul قَ

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata 

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

tanda apostrof („) 

َْتىُ َ  Ditulis A‟antum أأَ

ٍْ شَكَسْتىُْ نئَِ   Ditulis La‟in syakartum 

H. Kata Sandang Alīf + Lām 

1. Bila kata sandang Alīf + Lām diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan 

al. 
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 Ditulis Al-Qur‟ān أنَْقسُْآٌ

 Ditulis Al-Qiyās آنْقِيَبض

2. Bila kata sandang Alīf + Lām diikuti syamsiyyah ditulis dengan 

menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta di hilangkan 

huruf l (el)-nya. 

بء ًَ  Ditulis as-Samā انَسَّ

ًْط  Ditulis as-Syams انَشَّ

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau 

pengucapannya. 

ض ْٔ ٖ انْفسُُ ِٔ  Ditulis Zawȋ al-furūḍ شَ

مِ انسَُُّّة ْْ  Ditulis Ahl as-Sunnah أَ

J. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di 

kenal, dalam trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan 

huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital 

untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital 

adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh: 
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 ٌُ ِّ انْقسُْءَا َْصِلَ فيِْ ٌَ انَّرِٖ اُ سُ زَيَضَب ْٓ  شَ

Syahru ramaḍān al-lażī unzila fīhil-Qur‟ān. 

K. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat 

dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur‟an, hadis, 

mashab syariat, lafaz. 

2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku al-hijab. 

3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara 

yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad 

Syukri Soleh. 

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya 

Toko Hidayah, Mizan. 
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KATA PENGANTAR 

حِيْنِ  حْوَيِ الرَّ  بِسْنِ اللهِ الرَّ

ٌَا ًِْيِاَءِ وَالـوُرْسَلِيْيَ ، ًَِيٌِِّاَ وَ حَِيِِِْ لََةُ وَالسَّلََمُ عَلىَ أشَْرَفِ الَِ  الـحَوْدُ للهِ رَبِّ العَالَـوِيْيَ ، وَالصَّ

ا بَعْدُ  يْيِ ، أهََّ دٍ وَعَلىَ آلِهِ وَصَحِِْهِ أجَْـوَعِيْيَ ، وَهَيْ تَِِعهَُنْ بإِِحْسَاىٍ  إلِىَ يىَْمِ الدِّ  هُـحَوَّ
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Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah 

Skripsi di Fakultas Syariat dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang 

keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak 
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mendukung dan membantu. 

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan 

terwujud tanpa bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. 
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mengucapkan terimakasih kepada:  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara hukum yang berpegang teguh kepada 

dasar negara yaitu Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan dasar negara 

demokrasi di Indonesia. Kedaulatan rakyat merupakan dasar bagi 

berkembangnya sistem demokrasi di Indonesia. Salah satu ciri demokrasi 

adalah adanya pergantian kekuasaaan, sebab bila kekuasaaan 

dipermanenkan, maka kedaulatan rakyat mengalami kemunduran.  

Perubahan UUD 1945 telah menetapkan bahwa mekanisme 

pengisian jabatan kepala daerah harus dilakukan melalui pemilihan umum 

yang demokratis. Dalam UUD 1945 menegaskan bahwasanya: 

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala 

pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara 

demokratis”.
1
  

Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan seorang kepala 

daerah tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga terjadi 

kekosongan jabatan kepala daerah. Misalnya, kepala daerah sedang cuti di 

luar tanggung jawab negara, diberhentikan sementara, memasuki akhir 

masa jabatannya, atau ada mekanisme pemberhentian tetap karena 

melakukan pelanggaran, misalnya tersandung kasus korupsi dan 

                                                           
1
 Pasal 18 Ayat (4) 
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pelanggaran hukum lainnya. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan 

mengenai siapa yang berhak menggantikan kepala daerah dan bagaimana 

prosedur dan mekanisme pengisian jabatan tersebut. 

Pengangkatan penjabat Gubernur dan Bupati mengacu pada 

ketentuan Pasal 201 Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa:  

“Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan wakil gubernur, 

bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang 

berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat gubernur, 

penjabat bupati, dan penjabat walikota sampai dengan terpilihnya 

gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta 

walikota dan wakil walikota melalui pemilihan serentak nasional 

pada tahun 2024 ”. 

Salah satu hal yang urgen dan menjadi perhatian publik saat ini 

adalah Pemilihan Kepala Daerah serentak secara nasional tahun 2024. 

Pemilihan Kepala Daerah dimaksud akan dilaksanakan pada bulan 

November 2024 pada 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota. Ketentuan 

untuk menggelar Pemilukada serentak tersebut diatur di dalam Pasal 201 

ayat (8), (9), (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. 

Mengacu pada ketentuan Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 

tahun 2016, berarti pada tahun 2022, ada 101 Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah yang akan mengakhiri masa jabatannya yakni: Gubernur 7 
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Provinsi, Bupati, 76 Kabupaten, dan Walikota, 18 Kota. Sedangkan pada 

tahun 2023 terdapat 170 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang 

terdiri dari 17 Gubernur, 38 Walikota, dan 115 Bupati.
2
 Dengan demikian, 

paling tidak dalam dua tahun mendatang terdapat sebanyak 271 Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan berhenti dan oleh karenanya 

Pemerintah harus mempersiapkan proses pengangkatan penjabat Kepala 

Daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati). 

Salah satu persoalan hukum yang penting dalam kaitan dengan 

pengangkatan penjabat Kepala Daerah dimaksud adalah belum 

dibentuknya Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari 

Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan 

Gubenrnur, Bupati dan Walikota. Pentingnya Peraturan Pemerintah 

dihadirkan dalam rangka mengatur tentang mekanisme, kriteria, 

persyaratan, tugas, fungsi dan wewenang penjabat Kepala Daerah. 

Sesungguhnya telah diingatkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi 

melalui pertimbangan hukum angka 3.14.3 dalam putusannya Nomor 

67/PUU-XIX/2021 dan diucapkan dalam sidang pleno tanggal 24 januari 

2022.
3
 Kekurangan perangkat yuridis operasional tersebut merupakan 

salah satu indikasi adanya kesengajaan atau kelalaian Pemerintah untuk 

tidak memperhatikan dan menghadirkan prinsip transparansi, keterbukaan 

dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan penjabat Kepala Daerah. 

                                                           
2 Viva Budy Kusnandar, “271 Kepala  Daerah akan lengser sebelum Pilkada  2024”, pada 

22 juli 2022, diakses pada  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/12/271-kepala-

daerah-akan-lengser-sebelum-pilkada-2024  

3 Putusan Mahkamah Konstitusi, diakses pada 22 juli 2022, dikutip dari 

https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8453_1650435155.pdf  

https://databoks.katadata.co.id/profile/viva-budy-kusnandar
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/12/271-kepala-daerah-akan-lengser-sebelum-pilkada-2024
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/12/271-kepala-daerah-akan-lengser-sebelum-pilkada-2024
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8453_1650435155.pdf
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Pengangkatan penjabat Kepala Daerah dengan rentang waktu yang 

lama yaitu antara satu sampai dengan dua tahun lebih, berpotensi 

menggerogoti prinsip konstitusionalisme, negara hukum, negara 

demokrasi, bahkan membuka peluang untuk terjadinya praktik a buse of 

power yang berujung pada tindakan koruptif, kolutif dan nepotisme serta 

pelanggaran hukum lainnya. 

Pengangkatan penjabat Kepala Daerah yang melebihi satu dan dua 

tahun tersebut, secara formil memang memiliki dasar hukum berdasarkan 

Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tetapi dari aspek 

materiel substansinya yaitu aspek prinsip konstitusionalisme yang meliputi 

prinsip negara hukum, negara demokrasi dan otonomi daerah dianggap 

cacat secara asas. Termasuk dari aspek legitimasi kekuasaan, banyak yang 

mempersoalkannya karena pengangkatan dimaksud tidak melibatkan 

partisipasi rakyat daerah atau lembaga yang merepresentasikan rakyat 

daerah, ditambah lagi kurang terpenuhinya aspek transparansi, 

keterbukaan dan akuntabilitisnya. Kemudian, dengan adanya 

pengangkatan penjabat sebagai pengganti kepala daerah sementara, 

sehingga menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Apakah di 

dalam pengangkatan tersebut lebih banyak maslahatnya atau bahkan lebih 

banyak mudaratnya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan 

penelitian dengan susunan rumusan masalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana pengangkatan penjabat dalam pasal 201 ayat (9) UU nomor 

10 tahun 2016 tentang pilkada perspektif Maṣlaḥah? 

2. Bagaimana tingkatan kemaslahatan dalam pasal 201 ayat (9) UU nomor 

10 tahun 2016 tentang pilkada? 

3. Bagaimana konsep kepemimpinan Ibnu Taimiyah terhadap 

pengangkatan penjabat dalam pasal 201 ayat (9) UU nomor 10 tahun 

2016 tentang pilkada? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, 

maka penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Menganalisis pengangkatan penjabat dalam pasal 201 ayat (9) UU 

nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada perspektif Maṣlaḥah 

b. Mengkaji dan menjelaskan tingkatan kemaslahatan dalam pasal 201 

ayat (9) UU nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada 

c. Menganalisis konsep kepemimpinan Ibnu Taimiyah terhadap 

pengangkatan penjabat dalam pasal 201 ayat (9) UU nomor 10 tahun 

2016 tentang pilkada 

2. Kegunaan penelitian 

a. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

wawasan, serta menemukan jawaban atas keresahan peneliti terkait 
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permasalahan yang terdapat dalam pasal 201 ayat (9) UU nomor 10 tahun 

2016 tentang pilkada. 

b. Manfaat praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan terkait 

permasalahan yang terdapat dalam pasal 201 ayat (9) UU nomor 10 tahun 

2016 tentang pilkada dan menjadi pedoman atau bahan rujukan bagi 

rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat luas secara umum, serta untuk 

memenuhi syarat akademik dan penyelesaian studi di jurusan Hukum Tata 

Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. 

D. Telaah Pustaka 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa karya tulis ilmiah yang 

membahas dengan objek yang sama yaitu pengangkatan atau penunjukan 

penjabat publik dan pilkada serentak, yang dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi atau rujukan dalam menganalisis data yang diperoleh, 

diantaranya yaitu : 

Skripsi berjudul “Tinjauan hukum pemilihan umum kepala daerah 

secara serentak di Indonesia” yang ditulis oleh Azwir Fahmi Harahap dari 

Universitas Sriwijaya.
4
 Dalam penelitiannya Azwir Fahmi Harahap 

menjelaskan bagaimana penyelenggaraan pilkada serentak dilaksanakan di 

Indonesia dan seberapa perlu diadakannya pelaksanaan pilkada serentak di 

                                                           
4 Azwir Fahmi Harahap, “Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara 

Serentak di Indonesia” Skripsi Sarjana Universitas Sriwijaya (2019) 
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Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan nantinya lebih 

berfokus kepada pengangkatan penjabat sementara kepala daerah sebagai 

akibat dari dilaksanakannya pilkada serentak tahun 2024 perspektif 

maṣlaḥah dan itu yang menjadi pembeda dari penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya. 

Jurnal yang berjudul “Problematika yuridis pasal 201 ayat (9) 

Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota” yang ditulis oleh  Widyanti Kusuma Rahayu dari 

Universitas Negeri Surabaya.5 Jurnal tersebut membahas tentang analisis 

kewenangan dan fungsi penjabat kepala daerah yang mengisi jabatan 

kepala daerah yang habis masa jabatannya. Sedangkan dalam penilitian ini 

akan membahas tentang pengangkatan penjabat dalam pasal 201 ayat (9) 

UU No. 10 tahun 2016 dilihat dari perspektif hukum Islam. 

Jurnal yang berjudul “Problematika pengisian kekosongan jabatan 

kepala daerah” yang ditulis oleh Else suhaimi dan M. Yasin dari Fakultas 

Hukum Universitas Tamansiswa Palembang.6 Membahas tentang 

problematika pengisian kekosongan jabatan kepala daerah yaitu 

problematika politik karena akibat dari koalisi pencalonan saat Pilkada dan 

problematika administrasi birokrasi pemerintahan. Sedangkan dalam 

penelitian ini lebih terfokus pada pengangkatan penjabat sementara kepala 

                                                           
5
 Widyanti Kusuma Rahayu, “Problematika Yuridis Pasal 201 Ayat (9) Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota” Jurnal Unesa Vol. 01 

No. 01 Tahun 2012 

6 Else suhaimi dan M. Yasin, “Problematika Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala 

Daerah”, Jurnal Tripantang Fakultas Hukum Uneiversitas Tamansiswa Palembang 
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daerah dilihat dari perspektif maṣlaḥah apakah banyak kemaslahatannya 

atau sebaliknya. 

Jurnal berjudul “pengangkatan penjabat kepala daerah menghadapi 

pilkada serentak 2024 dalam perspektif Hukum Tata Negara” yang ditulis 

oleh Juanda dan Ogiandhafiz Juanda dari Universitas Bhayangkara Jakarta 

Raya dan Universitas Nasional.7 Jurnal tersebut membahas tentang 

pengangkatan penjabat kepala daerah dilihat dari perspektif Hukum Tata 

Negara. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang 

pengangkatan penjabat kepala daerah perspektif Hukum Islam. 

Jurnal dengan judul “Menata ulang kewenangan mengangkat 

penjabat kepala daerah” yang ditulis oleh Dio Ekie Ramanda dari 

Universitas Indonesia.8 Membahas tentang mekanisme dan kewenangan 

pengangkatan penjabat kepala daerah sebagai akibat dari dilaksanakannya 

pilkada serentak tahun 2024. Sedangkan dalam penilitian ini lebih terfokus 

kepada kemaslahatan dari adanya pengangkatan penjabat kepala daerah 

yang sebagaimana tercantum dalam pasal 201 ayat (9) UU no. 10 tahun 

2016 tentang pilkada. 

Jurnal berjudul “polemik pengangkatan penjabat kepala daerah 

(studi kasus pengajuan penjabat sementara kepala daerah kabupaten 

pulau morotai)” yang ditulis oleh Syarifuddin Usman dari Universitas 

                                                           
7 Juanda dan Ogiandhafiz Juanda, “Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Menghadapi 

Pilkada Serentak 2024 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara”, Jurnal Keamanan Nasional Vol 

VIII, No. 1, Juli 2022 

8 Dio Ekie Ramanda, “Menata Ulang Kewenangan Mengangkat Penjabat Kepala 

Daerah”, Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP), Vol. 6, No. 3, Juli 2022 
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Muhammadiyah Maluku Utara.9 Membahas tentang munculnya beberapa 

polemik yang ditimbulkan dari pengangkatan penjabat kepala daerah. 

Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang tingkat 

kemaslahatan dari pengangkatan penjabat kepala daerah. 

Jurnal berjudul “Problematika yuridis pengisian penjabat 

sementara kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ” yang 

ditulis oleh Ahmad Gelora Mahardika dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah.10 

Membahas tentang pengangkatan penjabat kepala daerah dalam sistem 

ketatanegaraan indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas 

tentang pengangkatan penjabat kepala daerah ditinjau dari perspektif 

hukum Islam. 

Jurnal bejudul “Tinjauan yuridis kewenangan penjabat kepala 

daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah” yang ditulis oleh 

Masna Hayati dari Universitas Riau.11 Membahas tentang kewenangan 

penjabat kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. 

Sedangkan penelitian ini akan membahas tentang pengangkatan penjabat 

kepala daerah ditinjau dari perspektif hukum Islam. 

Jurnal berjudul “Problematik penjabat dalam mengisi kekosongan 

jabatan kepala daerah” yang ditulis oleh M Addi Fauzani dan Aprilia 

                                                           
9 Syarifuddin Usman, “Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah (Studi Kasus 

Pengajuan Penjabat Sementara Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai)”,  Jurnal Sains, Sosial, 

Dan Humaniora (JSSH), Vol. 2, No. 1, Juli 2022 

10 Ahmad Gelora Mahardika, “Problematika Yuridis Pengisian Penjabat Sementara 

Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ”, Jurnal Hukum Dan Perundang-

Undangan, Vol. 2, No. 2, Agustus 2022 

11 Masna Hayati, “Tinjauan Yuridis Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Dalam 

Menyelenggarakan Pemerintah Daerah”, Jurnal Universitas Riau (2013) 
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Wahyuningsih dari Universitas Islam Indonesia.12 Membahas tentang 

problematika penjabat dalam mengisi kekosongan jabatan kepala daerah 

akibat pemilihan kepala daerah serentak nasional (pilkada serentak 

nasional). Sedangkan dalam penelitian ini akan menganalisis 

pengangkatan penjabat kepala daerah menggunakan perspektif hukum 

Islam. 

Jurnal bejudul “Efektivitas jabatan pejabat pelaksana tugas (plt.) 

dalam penyelenggaraan pemerintahan” yang ditulis oleh Dewi Tri 

Wahyuni Fuqoha.
13

 Membahas tentang efektivitas penjabat atau pelaksana 

tugas (plt.) dalam mengisi kekosongan jabatan di pemerintahan. 

Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang kemaslahatan dari 

diangkatnya penjabat kepala daerah. 

Berdasarkan telaah pustaka yang telah diuraikan di atas, terdapat 

beberapa penelitian dengan tema yang sama namun berbeda dengan 

penelitian ini. Persamaan dari penelitian ini dengan sebelumnya seperti 

yang telah disebutkan di atas adalah sama-sama membahas mengenai 

penjabat pengganti kepala daerah dan pilkada serentak, sedangkan 

perbedaannya ialah mengenai tinjauan dan fokusnya. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan teori Hukum Islam (teori maṣlaḥah, teori 

tingkatan kemaslahatan, dan konsep kepemimpinan Ibnu Taimiyah) dalam 

                                                           
12 M Addi Fauzani dan Aprilia Wahyuningsih, “Problematik Penjabat Dalam Mengisi 

Kekosongan Jabatan Kepala Daerah”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Maret 

(2021) 

13 Dewi Tri Wahyuni Fuqoha, “Efektivitas Jabatan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan”, Jurnal Administrasi Negara 3 
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meninjau pengangkatan penjabat kepala daerah yang sebagaimana 

tercantum dalam pasal 201 ayat (9) UU nomor 10 tahun 2016 tentang 

pilkada. 

E. Kerangka Teoretik 

1. Teori Mas}lah}ah 

Menurut bahasa, kata maṣlaḥah berasal dari Bahasa Arab dan telah 

dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maṣlaḥah, yang berarti 

mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak 

kerusakan.14 Menurut bahasa aslinya kata maṣlaḥah berasal dari kata 

s}a>lah}a, yas}luh}u, s}alah}an, هح , صهحصبنحب , يص  artinya sesuatu yang baik, 

patut, dan bermanfaat.15
  

Adapun beberapa rumusan definisi berbeda mengenai makna 

Maṣlaḥah, diantaranya: 

a. Al Ghozali dalam kitab al-Mustasyfa, pada dasarnya Maṣlaḥah adalah 

ungkapan  dari menarik manfaat dan menolak mudharat, tetapi bukan 

itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudharat 

adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan 

terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud 

dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara‟/hukum Islam, dan 

tujuan syara‟ dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, 

                                                           
14  Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, Semarang: Bulan 

Bintang, 1955, hlm. 43 

15 Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan 

Penerjemah dan Penafsir al Qur‟an, 1973, hlm. 219. 
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jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan 

kehormatan), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya 

memelihara kelima hal prinsip ini disebut maṣlaḥah, dan setiap yang 

menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya 

disebut maṣlaḥah.” 

b. Abdul Wahab Khallaf mendifinisikan Maṣlaḥah sebagai berikut: 

Artinya: “sesuatu yang dianggap maṣlaḥah namun tidak ada ketegasan 

hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik 

yang mendukung maupun yang menolaknya”.16 

c. Asy-Syaukani dalam kitab Irsyād al-Fuhūl yang memberi definisi: 

Artinya: “Maṣlaḥah yang tidak diketahui apakah syari‟ menolaknya 

atau memperhitungkannya”.17 

Dari beberapa rumusan di atas, dapat dirumuskan bahwa maṣlaḥah 

adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat 

mewujudkan suatu kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi 

manusia dan sejalan dengan tujuan syara‟ dalam menetapkan hukum, 

Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara‟ 

tersebut tidak ada petunjuk syara‟ secara khusus yang menolaknya, juga 

tidak ada petunjuk syara‟ yang mengakuinya. 

2. Teori Tingkatan Kemaslahatan 

                                                           
16 Musnad Razin, Ushul Fiqih 1 (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), hlm. 125 

17 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fiqih, (Jakarta: 

Hamzah, 2005), hlm. 204. 
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Menurut As-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi 

apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dapat 

dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka 

ini, ia membagi Maqa>s}id menjadi tiga tingkatan, yaitu : 

a. D}aruriyat 

Jenis Maqa>s}id ini merupakan kemestian dan landasan dalam 

menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat yang 

mencakup pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, 

yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengabaian terhadap kelima 

unsur pokok tersebut akan menimbulkan kerusakan dimuka bumi serta 

kerugian yang nyata di akhirat kelak. Pemeliharaan terhadap agama, jiwa, 

akal, keturunan, dan harta dapat dilakukan dengan cara memelihara 

eksistensi kelima unsur pokok tersebut dalam kehidupan manusia dan 

melindunginya dari berbagai hal yang dapat merusak. Sebagai contoh, 

penunaian rukun Islam, pelaksanaan kehidupan manusiawi serta larangan 

mencuri masing-masing merupakan salah satu bentuk pemeliharaan 

eksistensi agama dan jiwa serta perlindungan terhadap eksistensi harta. 

b. Hajjiyat 

Jenis Maqa>s}id ini dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, 

menghilangkan kesulitan dan menjadikan pemeliharaan yang lebih baik 

terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia. Contoh jenis Maqa>s}id ini 

antara lain mencakup kebolehan untuk melaksanakan akad mudharabah, 

masaqat, dan muzara‟ah serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang 
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bertujuan untuk memudahkan kehidupan atau menghilangkan kesulitan 

manusia di dunia. 

c. Tah}siniyat 

Tujuannya adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik 

untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan 

manusia. Ia tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi 

berbagai kesulitan, tetapi hanya bertindak sebagai pelengkap, penerang 

dan penghias kehidupan manusia. Contoh jenis Maqa>s}id ini antara lain 

mencakup kehalusan dalam berbicara dan bertindak serta pengembangan 

kualitas produksi dan hasil pekerjaan. 

3. Konsep kepemimpinan Ibnu Taimiyah 

Pemikir-pemikir Muslim memandang masalah konsep Negara dan 

kepemimpinan negara dalam bentuk yang berbeda-beda. Kaum Sunni 

menyatakan bahwa menegakkan negara (imamah) bukanlah salah satu asas 

dan praktik agama seperti yang diyakini oleh orang-orang Syi‟ah. Menurut 

mereka, imamah adalah salah satu dari detail-detail (furu‟) yang 

berhubungan dengan perbuatan orang- orang beriman, karena menurut 

pendapat mereka, kepada ummah diperintahkan untuk mengangkat 

seorang imam melalui al-sam‟ (tradisi).18 Yang dimaksud dengan al-sam‟, 

menurut Qomaruddin Khan, adalah al-Qur‟an , sunnah dan ijma‟ 

(konsensus). Pandangan golongan   Mu‟tazilah   sangat   bertentangan   

dengan pandangan Sunni. Mu‟tazilah berpendapat bahwa keharusan 

                                                           
18 Ibnu Taimiyah, Minh}aj as-Sunnah an-Nabawiyyah fi> Naqd Kala>m as-Syi’ah wa 

al-Qadariyyah, jilid 1 (Kairo: Maktabah Dar al-‟Urubat, 1962), hlm. 26 



15 
 

 

menegakkan imamah dapat dibuktikan oleh akal pikiran.19 Sementara 

golongan Syi‟ah juga menolak akal pikiran karena dianggap tidak 

mencukupi. Mereka berpendapat bahwa imamah adalah “luthf” (berkah) 

Allah kepada hamba-hamba-Nya. 

Ibnu Taimiyah sendiri lebih sependapat dengan Sunni. Ia 

menyatakan bahwa mengatur urusan   umat   termasuk   kewajiban-

kewajiban   agama   yang   sangat penting. Tetapi tidak berarti agama 

tidak bisa tegak tanpa adanya negara. Kepentingan  manusia,  

menurutnya,  tidak  bisa  terpenuhi  kecuali  dengan bergabung 

menjadi suatu masyarakat, mengumpulkan kepentingan satu sama lain. 

Ketika berkumpul maka harus ada pemimpin. Argumen rasional itu juga 

diperkuat oleh beberapa landasan Sunnah Nabi saw. Contohnya adalah 

sabda Nabi yang bila ada tiga orang melakukan perjalanan, maka salah 

seorang di  antara mereka selayaknya menjadi pemimpin.20 Ibnu Taimiyah 

tidak mendasarkan pada metode ijma‟ sebagai alasan kewajiban 

mendirikan negara. Tetapi ia lebih menekankan kepada upaya 

mewujudkan kesejahteraan umat manusia (maṣlaḥah) dan melaksanakan 

syari‟at Islam (iqa>mat as-Syari>’ah al-Isla>miyyah). Agama yang memiliki 

seperangkat hukum, perintah dan larangan, Allah memerintahkan manusia 

supaya melaksanakan amar ma‟ruf dan meninggalkan kejahatan, jihad, 

keadailan, ibadah haji, bermasyarakat yang teratur, menolong orang yang 

                                                           
19  Khan, The Political,hlm. 48. 

20 Ibnu Taimiyah, as-Siya>sah as-Syar’iyyah fi> Isla>h}i ar-Ra>’i wa ar-Ra>’iyyah (Beirut 

Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1409H/1988M), hlm. 172-173. 
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teraniaya dan lain-lain. Semuanya tidak bisa terlaksana dengan baik, 

kecuali dengan adanya kekuasaan dan pemimpin. Ibnu Taimiyah 

menegaskan bahwa mengatur orang banyak adalah kewajiban agama. 

Dengan demikian, sebetulnya ia menganggap tidak penting sistem 

khilafah, institusi khilafah boleh ditiadakan. 

Ibnu Taimiyah berpendapat, bahwa manusia merupakan jenis 

makhluk yang saling memerlukan sesamanya guna mencukupi segala 

kebutuhannya. Tidak mungkin dengan seorang diri manusia dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa adanya kebutuhan atau 

berdampingan dengan adanya orang lain. Karena itu, satu sama lain 

saling membutuhkan untuk mendapatkan kebutuhan hidup. Keinginan 

untuk mencukupi kebutuhan agar bertahan hidup, dan untuk 

memperolehnya memerlukan kerja sama, mendorong mereka berkumpul 

disuatu tempat   agar mereka   saling   tolong   menolong   dan memberi.   

Proses   itulah, menurutnya yang membawa terbentuknya kota-kota, dan 

akhirnya menjadi  negara.
21 

Dengan begitu, menurut Ibnu Taimiyah, menegakkan pemerintahan 

adalah kewajiban agama, bukan karena pertimbangan konsensus (ijma‟). 

Sekalipun ia juga mengakui bahwa kerja sama dan tolong-menolong 

merupakan sendi bermasyarakat, akan tetapi perintahnya bukan semata-

mata atas pertimbangan kesepakatan, melainkan atas dasar perintah Allah, 

agar saling tolong-menolong dalam kebajikan dan tidak dalam berbuat 

                                                           
21 Rojak, Politik, hlm.165. 
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dosa dan kejahatan. 

Mengenai bentuk kepemimpinan negara/pemerintahan, Ibnu 

Taimiyah berpendapat bahwa membentuk ima>rah (kepemimpinan) adalah 

kewajiban asasi dalam agama, alasan yang dikemukakan adalah bahwa 

upaya menegakkan agama dan mencapai kemaslahatan bagi segenap 

manusia mustahil dapat direalisasikan tanpa adanya suatu perkumpulan 

(kepemimpinan) yang bersifat mengikat dan dapat memenuhi kebutuhan 

mereka.
 

Ibnu Taimiyah sangat menekankan keharusan menegakkan 

kepemimpinan negara untuk membela agama, karena ia benar-benar yakin 

bahwa tujuan Islam adalah menciptakan suatu tertib sosial, di mana nilai-

nilai dasar al-Qur‟an dan as-Sunnah direalisasi. Tata sosial seperti ini 

tidak dapat terealisasi secara ideal tanpa negara.  Itulah sebabnya 

mengapa Ibnu Taimiyah pernah menyatakan bahwa  agama tidak akan 

mungkin hidup tanpa negara.
22 

Ibnu Taimiyah memandang bahwa kedudukan kepala Negara 

sebagai jabatan amanah. Meski ia tidak secara tegas merumuskan tentang 

mekanisme pengangkatan kepala Negara tersebut, akan tetapi dalam 

bukunya (sebagaimana dikutip oleh Jeje Abdul Rojak) at-Tibr al-Masbuk 

fi Nasihat al-Mulk menyebutkan, bahwa sebetulnya tidak terlalu 

penting membicarakan sistem pengangkatan kepala negara, yang 

penting adalah orang yang menduduki jabatan itu harus benar-benar 

orang yang dapat menunaikan amanah dan menciptakan keadilan.
 
Menurut 

                                                           
22 Ibnu  Taimiyah,  Siyasah  Syar‟iyah:  Etika  Politik  Islam”  Terj.  Rafi‟  

Munawar ( Surabaya : Risalah Gusti, 2005) hlm. 27-28. 
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Ibnu Taimiyah, sebagai faktor instrumental dalam mewujudkan 

kesejahteraan bersama, adanya seorang kepala negara merupakan 

sesuatu yang niscaya dan tidak terelakkan. Di sini prinsip gagasannya 

adalah bahwa kaum muslim dalam hidup sosial perlu ada pemimpin dan 

diorientasikan pada stabilitas. Dasar pandangan ini dikatakan berasal dari 

Rasulullah Muhammad yang bersabda bahwa 70 (tujuh puluh) tahun 

kehidupan sosial di bawah kekuasaan refresif masih lebih baik dari hidup 

sosial tanpa ada kepemimpinan atau (lebih baik) dari anarki. Dari 

sumber lain pernyataan “Lebih baik 60 (enam puluh) tahun diperintah 

oleh pemimpin yang dzalim dibandingkan hidup satu hari tanpa 

pemerintahan (chaos/vacuum of power)”.
 
Untuk memahami pernyataan ini 

bukan secara harfiahnya demikian. Akan tetapi adalah betapa 

pentingnya adanya pemimpin. Jadi dalam pandangan Ibnu Taimiyah 

seandainya dibedakan antara seorang pemimpin dan syarat-syarat yang 

harus dimilikinya, maka keberadaan seorang pemimpin Negara 

merupakan keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar   lagi. 

F. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 

analisa dan kostruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan 

konsistensis. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, 

sistematis adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan sistem, dan 

konsistensis adalah tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam 
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kerangka tertentu.23
 Adapun metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka 

(library research). Kegiatan penyusunan penelitian ini dengan cara 

membaca dan mempelajari sejumlah buku, literatur, jurnal ilmiah, dan 

website internet untuk mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan 

penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik 

primer maupun sekunder.
24

 selain itu peneliti juga mencari data sekunder 

melalui peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, media cetak 

dan media elektronik, serta bahan dokumentasi lain yang relevan dengan 

isu yang sedang dikaji. Dalam hal ini, untuk mencari data tentang 

pengangkatan penjabat dalam pasal 201 ayat (9) Undang-undang nomor 

10 tahun 2016 tentang pilkada perspektif maṣlaḥah. Telaah yang 

dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya 

bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan 

pustaka yang relevan. 

2. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat analisis-teoritis. Pengertian Analisis teoritis 

adalah sebuah analisis yang dilakukan dalam rangka memastikan bahwa 

                                                           
23 Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2010) hlm. 2-3 

24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 13   
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teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah suatu 

persoalan dalam sebuah penelitian telah benar secara ilmu pengetahuan.25 

Penelitian ini bersifat analisis karena penelitian ini menganalisis tentang 

pengangkatan penjabat publik yang terdapat dalam pasal 201 ayat (9) UU 

nomor 10 tahun 2016 dan peneliti mengumpukan data mengenai 

pengangkatan penjabat publik tersebut sebagai pengganti kepala daerah 

yang masa jabatannya habis sebelum diadakan pilkada serentak tahun 

2024. Kemudian penelitian ini bersifat teroritis karena untuk memastikan 

bahwa pengangkatan penjabat publik sesuai dengan teori teori, dalam hal 

ini teori maṣlaḥah, teori tingkatan kemaslahatan, dan konsep 

kepemimpinan Ibnu Taimiyah. 

3. Pendekatan penelitian 

Pendekatan yang digunakan ialah yuridis-normatif yaitu dengan 

memaparkan materi-materi yang berkaitan dengan pengangkatan penjabat 

publik secara sistematis melalui berbagai macam sumber literatur yang 

mengacu pada norma-norma hukum yang ada pada Peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan tema penelitian, untuk kemudian 

dianalisis menggunakan teori maṣlaḥah, teori tingkatan kemaslahatan, 

kemudian konsep kepemimpinan Ibnu Taimiyah guna memperoleh hasil 

yang dapat dipertanggungjawabkan. 

4. Sumber data 

                                                           
25 Lelly Kurniawati, “Analisis Teoritis Konflik Norma Dalam Pengaturan Badan Hukum 

Koperasi Di Indonesia”, Tesis Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, (Surakarta: 2020) 
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Penelitian ini menggunakan tiga sumber data, yakni sumber data 

primer, data sekunder dan data tersier, diantaranya sebagai berikut: 

a. Data primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. 

b. Data sekunder 

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari 

penelitian pihak lain yang disajikan dalam bentuk buku, jurnal, skripsi, 

dan literatur lain serta peraturan perundang-undangan terkait 

permasalahan berdasarkan konsep hukum Islam. 

c. Data tersier 

Sumber data tersier dalam penelitian ini diperoleh dari luar keilmuan 

hukum guna melengkapi data-data dan membantu peneliti dalam 

menambah wawasan seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, berita, media dan bahan perkuliahan yang dapat digunakan 

untuk menganalisis permasalahan terkait tema penelitian ini. 

5. Analisis data 

Analisis data merupakan tahap yang sangat penting dalam setiap 

penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan pemilahan data yang telah 
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diperoleh. Penganalisaan data pada dasarnya merupakan kegiatan untuk 

mengadakan sistemisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan 

pekerjaan analisis data kontruksi.26
 Dalam penelitian ini, menggunakan 

teknik analisis konten (content analysis) yakni dengan memahami 

keseluruhan pokok masalah yang diteliti dan tema pada data yang 

diperoleh terkait pengangkatan penjabat publik yang terdapat dalam pasal 

201 ayat (9) UU nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada serta memperoleh 

pandangan dari maṣlaḥah, tingkatan kemaslahatan, dan konsep 

kepemimpinan Ibnu Taimiyah. 

G. Sistematika Pembahasan 

Pemaparan hasil dan bahasan dalam penelitian ini digambarkan 

secara ringkas dan sistematis guna mempermudah untuk dipahami serta 

mendapat hasil yang maksimal. Oleh sebab itu, peneliti membagi 

penelitian ini ke dalam 5 (Lima) Bab, yaitu sebagai berikut:  

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: Latar belakang masalah yang akan 

diteliti, Rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian secara teoritis 

dan praktis, Telaah pustaka, Kerangka teoretik yang digunakan sebagai 

pisau analisis dalam penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian 

yang digunakan, analisis data hasil penelitian dan sistematika pembahasan 

yang merupakan deskripsi mengenai alur penelitian.  

                                                           
26 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 251-251 
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Bab II Landasan Teori: menjabarkan setiap teori yang digunakan. 

Dalam penelitian ini menggunakan teori maṣlaḥah, teori tingkatan 

kemaslahatan, dan konsep kepemimpinan Ibnu Taimiyah. Beberapa teori 

tersebut akan peneliti gunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat 

dalam penelitian ini. Pembahasan ini dimulai dari pengertian, dasar hukum 

sampai kepada prinsip-prinsip hukum Islam yang menyoal tentang 

pengangkatan penjabat publik yang terdapat dalam pasal 201 ayat (9) UU 

nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada demi kemaslahatan umum.  

Bab III Objek Penelitian: yaitu tentang permasalahan yang terdapat 

dalam pasal 201 ayat (9) UU nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada, dan 

akan lebih difokuskan kepada penunjukan/ pengangkatan penjabat publik 

baik mengenai dasar hukum yuridis, sosiologis dan filosofis yang 

melatarbelakangi ditunjuknya penjabat tersebut. 

Bab IV Analisis dan Hasil Penelitian: data-data yang diperoleh 

dalam penelitian serta bagian dari proses peninjauan, analisis, argumen 

dan kritik mengenai penunjukan penjabat publik menurut hukum Islam 

menggunakan konsep maṣlaḥah, konsep tingkatan kemaslahatan, dan 

konsep kepemimpinan Ibnu Taimiyah. 

Bab V Penutup: Merupakan bagian terakhir dari penelitian ini. 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran mengenai hasil penelitian, 

serta rekomendasi secara akademis dan praktis. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari uraian serta penjelasan di atas, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan mengenai pokok pembahasan serta jawaban dari 

pokok permasalahan, yaitu: 

1. pengangkatan penjabat yang sebagaimana terdapat dalam pasal 201 

undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada, ditinjau dari 

perspektif mas}lah}ah  tentunya tidak dapat ditolak keberadaannya secara 

syariat. Akan tetapi, dalam mekanisme pengangkatan penjabat tersebut 

harus sesuai dengan sistem demokrasi di indonesia sebagai negara yang 

berbentuk republik dari segi penalaran hukum, penjabat kepala daerah 

seharusnya dipilih bukan ditunjuk. Dan untuk mensiasati permasalahan 

tersebut, maka akan lebih maslahat jika dilakukan perpanjangan masa 

jabatan kepala daerah sebelumnya sampai terpilihnya lagi kepala daerah 

yang baru setelah pilkada serentak tahun 2024 nanti, karena kepala 

daerah sebelumnya memiliki legitimasi yang kuat daripada hanya 

sekedar penjabat sementara yang baru ditunjuk.  

2. Terkait pengangkatan penjabat publik yang terdapat dalam pasal 201 

ayat (9) undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada,  dalam 

mekanismenya jika dilihat tingkatan kemaslahatan antara ditunjuk 

penjabat yang baru atau perpanjangan masa jabatan kepala daerah 
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sebelumnya, maka akan menimbulkan beberapa kemaslahatan dan 

kemudaratan. 

Jika ditunjuk penjabat yang baru akan menimbulkan kemudaratan, 

diantaranya yaitu: menciderai sistem demokrasi di indonesia, adanya 

ketidaksesuaian antara kebijakan penjabat yang baru dengan kebijakan 

kepala daerah definitif sebelumnya, lemahnya legitimasi yang didapat, 

dan rawan adanya orang titipan yang sarat akan kepentingan politik. 

Sedangkan jika masa jabatan kepala daerah sebelumnya diperpanjang, 

maka akan menimbulkan kemaslahatan, diantaranya yaitu: memiliki 

legitimasi yang kuat karena dipilih secara langsung oleh rakyat, 

pelaksanaan kebijakan di daerah sudah jelas karena sudah 

berpengalaman, dan dari segi payung hukum proses perpanjangan masa 

jabatan kepala daerah lebih sederhana tidak perlu membuat regulasi 

yang baru. 

3. Pengangkatan penjabat publik yang terdapat dalam pasal 201 ayat (9) 

undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada jika dilihat dari 

konsep kepemimpinan Ibnu Taimiyah, maka adanya ketidaksesuaian 

dalam sistem pemilihan pemimpin, yang di mana Ibnu Taimiyah 

menghendaki pemilihan langsung oleh rakyat, sedangkan sistem 

pemilihan penjabat kepala daerah yang terdapat dalam pasal 201 ayat 

(9) UU No. 10 tahun 2016 tersebut dengan cara ditunjuk langsung oleh 

pemerintahan yang lebih tinggi. 
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B. Kritik dan saran 

Terkait dinamika penundaan dan pengisian jabatan kepala daerah 

pada tahun 2024, yaitu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 

201 ayat (9), (10), dan (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 

dengan tegas telah dijelaskan di atas bahwa menurut peneliti, dinamika 

penundaan Pilkada bagi 271 daerah tersebut harusnya dikaji lagi lebih 

mendalam, cermat, adil, dan demokratis, agar kebijakan yang dilakukan 

dapat mengarah kepada kepentingan rakyat di daerah, kebijakan yang 

dilakukan jangan hanya semata-mata atas kekuasaan politik yang akan 

diselenggarakan dalam Pemilu pada tahun 2024. Selain itu, sebagai pilar 

penting dalam demokrasi, sejatinya Pilkada diharapkan mampu 

menghasilkan proses konsolidasi politik yang jauh lebih sehat dan juga 

bermartabat bagi daerah. Dengan begitu, maka akan lahir pemimpin 

terpilih yang berkualitas yang mampu untuk memperbaiki tata kelola 

pemerintahan yang ada di daerahnya.  
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